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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 - 2029. Dokumen Rencana
Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana
Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut, maka dipandang perlu untuk
melakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 - 2029 yang
diikuti dengan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Slawi serta perlu
dilakukan penyesuaian terkait dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama
Slawi serta uraian penjelasan pada masing-masing sasaran strategis tersebut.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi
dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama
Slawi Tahun 2025 - 2029 yang lebih akuntabel.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami
menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya
perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan
pimpinan Pengadilan Agama Slawi. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat
dalam mendukung visi Pengadilan Agama Slawi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama

Slawi yang Agung”.

___Slawi, 2 Januari 2025

St ‘i}:’_‘@pgadilan Agama Slawi

''''''''
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Slawi
merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Slawi sebagai
kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara perdata agama bagi yang beragama Islam sesuai
dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Slawi. Rencana Strategis (Renstra)
ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.
Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber
daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Slawi, baik lingkungan
internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah
untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam wupaya mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Slawi akan
melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 - 2029. Setiap tahun Pengadilan Agama Slawi akan
melakukan evaluasi/reviu di mana program dan kegiatan lama yang masih relefan tetap
dilanjutkan dengan penambahan dan pengurangan program dan kegiatan sebagaimana

tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 - 2029.

Adapun capaian kinerja Rencana Strategis Pengadilan A ahun 2020 -
2024 adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya Proses Peradilan yangPasti, Transparan dan Akuntabel

a. | Persentase sisa perkara yang 100% | 100% 100% 100%
diselesaikan

100%

b. |Persentase perkara yang 99,48% | 96,17% | 92,92% | 91,5%
diselesaikan tepat waktu

99,9%

¢. |Persentase penurunan sisa perkara | 96,25% | 90,66% | 92,92% | 86,8%

147,4%

d. |Persentase perkara yang Tidak 99,86% | 99,92% | 99,79% | 99,88%
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

103,9%

¢. |Persentase perkara yang Tidak 99,86% | 100% 100% 5%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

100%

f. |Persentase perkara yang Tidak 99.86% | 100% 100% 98%
Mengajukan Upaya Hukum PK

147,8%

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. | Persentase penyampaian 100% - - 90%
salinanputusan kepada para
pihak tepat waktu

100%

b. | Persentase Perkara yang berhasil di| 100% - - 86,3%
Mediasi

52%

¢. |Persentase pengiriman berkas 100% - - 100%
perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan secaraj
lengkap dan tepat waktu

100%

d. |Persentase putusan yang menarik 100% - - 100%
perhatian masyarakat yangdapat
diakses secara online dalam waktu
1 hari sejak diputus

100%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. |Persentase Perkara Prodeo yang 100% 80% 100% 100%
diterima

100%

b. |Persentase Perkara yang 100% 96% 100% 100%
disidangkan di Luar Gedung
Pengadilan

100%

c. |Persentase Perkara 100%
Permohonan(Voluntair) yang




Persentase layanan bantuan hukum | 100% | 100% 100% 100% 100%
bagi masyarakat Pencari Keadilan
Golongan Tertentu

4. Peningkatan aksebilitas masyarakatterhadap peradilan (acces justice)

a.

Persentase Putusan Perkara Perdata = 100% 100% | 88,89% 100%
yang diselesaikan

1.2 POTENSI PERMASALAHAN (ANALISIS SWOT)

Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masih

dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat tercapainya

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui berbagai potensi baik yang positif maupun potensi negatif maka

Pengadilan Agama Slawi telah melakukan identifikasi dengan menggunakan metode

analisis Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT).

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Slawi dalam

rangka menyusun Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength)

Potensi yang ada pada Pengadilan Agama Slawi mencakup hal-hal yang memang

sudah diatur didalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

harus dikembang secara mandiri. Adapun potensi kekuatan tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Adanya Dasar Hukum ( Peraturan Perundang-undangan ) yang jelas;

b. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia;

c. Adanya Standar Operasional Prosedur;

d. Adanya pengguna terdaftar e-Court yang cukup tinggi;

e. Adanya akun media social sebagai sarana penunjang sosialisasi dan informasi
(Instagram, Facebook, Youtube, Google Messanger, Website dan Whatsapp);

f. Adanya job description dan SK Tupoksi;

g. Adanya Renstra atau Program Kinerja Tahunan;




ya dukungan layanan internet yang kuat dan stabil.

2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang dipandang oleh Pengadilan Agama Slawi dan berpotensi

sebagai kendala dalam mencapai kinerja optimal terdiri dari beberapa aspek antara

lain:

a. Skill pelaksana tugas kurang optimal;

b. Jumlah Sumber Daya Manusia ( SDM ) terbatas;

c. Pelayanan PTSP kurang optimal (5 S belum maksimal);

d. Jalannya proses manajemen kurang optimal;

e. Penerapan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) belum optimal;

f. Sarana dan Prasarana sebagai alat penunjang kegiatan yang masih terbatas;
g. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan belum optimal.

Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

Berikut merupakan peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Slawi untuk

menentukan target kinerja dalam Rencana Strategis ini, sebagaimana kelemahan yang

ada juga terdiri dari aspek yang sama, antara lain:

ISEE o

e o

= @ oo

Adanya Undang-undang standar pelayanan publik;
Adanya standar akreditasi penjaminan mutu nasional;
Adanya kerja sama antar instansi pengadilan yang baik;
Adanya MoU dengan instasi di luar pengadilan;
Adanya sistem aplikasi yang terkelola dengan baik;
Adanya tenaga IT yang memadai;

Adanya pengawasan eksternal dan internal;

Adanya inovasi penunjang pelaksanaan tupoksi.

2. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut merupakan tantangan yang dimiliki Pengadilan Agama Slawi untuk

menentukan target kinerja dalam Rencana Strategis ini, sebagaimana kelemahan yang

ada juga terdiri dari aspek yang sama, antara lain:

a.

b.

Banyaknya permohonan dispensasi kawin;
Sebagian wilayah yuridiksi yang sulit dijangkau;
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r ekonomi menjadi penyebab utama perceraian;

endahnya pengguna e-Court terdaftar yang menggunakan e-litigasi;

e. Pelaksanaan mediasi belum optimal;

f. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan Teknologi informasi;
g. Adanya hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi;

h. Belum optimalnya edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat terkait pelayanan.




BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 -2029
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan
untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)
2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 - 2029, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Slawi. Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah
sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLAWI YANG
AGUNG ”.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi
Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Slawi;

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Masyarakat Pencari
Keadilan se-Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi;
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan pada Pengadilan Agama Slawi;

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Hukum pada Pengadi Slawi.




Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi Pengadilan Agama Slawi.

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan
Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan

Profesional.

Dalam penyusunannya, tujuan - tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat
kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam kosntitusi dan undang -
undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional
sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025 - 2029. RPJMN periode ini menempatkan
supremasi hukum, transformasi tata kelola dan peningkatan kuailtas pelayanan publik
sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan
yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah
Agung RI Tahun 2025 - 2029 menjadi acuan dalam penetapan Rencana Strategis
Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025 - 2029, tidak hanya mencerminkan arah penguatan
kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Agama

Slawi dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tujuan 1
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan

Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran pengadilan dalam menjamin tegaknya prinsip negara
hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparsial. Penegakan hukum yang
berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk
memenuhi hak - hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga
mampu secara kelembagaan dan administrative untuk menyelenggarakan layanan

peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi




ukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025 - 2029 yang mendorong
atan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam
pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan
Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan
untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan
penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan
dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan
dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas dan adaptivitas terhadap kebutuhan

masyarakat pencari keadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga
peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi
informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan
professional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan
teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation dan SIPP untuk mempercepat,
menyederhakan dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda
transformasi tata kelola dan pelayanan public digital dalam RPJMN 2025 - 2029 yang
mengepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel,
modern dan professional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen

Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran stategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025

sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama

Slawi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntab f dan Modern;



atnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;

judnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan
Modern

Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam
RPJMN 2025 - 2029 yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital,
efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan
terukur, Mahkamah Agung menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang
mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan.

Indikator - indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti
ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga
mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta
keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator
diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan
tepat waktu, sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses
publik terhadap putusan. Disisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan
pemanfaatan mekanisme alternative penyelesaian sengketa seperti mediasi
mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Slawi terhadap penyelenggaraan keadilan
yang lebih partisiSlawif dan berorientasi pada pemulihan. Indikator terakhir menjadi
ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court yang sejalan dengan
arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis
teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Agama Slawi berupaya
memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung
pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan
agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025 - 2029 dapat dimonitor secara
obyektif.

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula

penghitungan masing - masing indikator kinerja dapat ditinjau pa




SASARAN

KINERJA
erwujudnya
peradilan yang efektif,
transparan, akuntabel,
responsif dan modern

. Persentase penyelesaian

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

perkara secara tepat waktu

RUMUS INDIKATOR

Jumlah perkara yang diselesaikan
tepat waktu dibagi jumlah perkara
yang diselesaikan x 100

. Persentase penyediaan /

pengiriman salinan putusan
tepat waktu oleh pengadilan
tingkat pertama kepada para
pihak

Jumlah Salinan putusan yang
tersedia/dikirimkan kepada para
pihak secara tepat waktu dibagi
jumlah perkara yang diputus x 100

. Persentase pengiriman

pemberitahuan petikan / amar
putusan tingkat banding,
kasasi dan PK secara tepat
waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak

Jumlah pemberitahuan petikan
/amar putusan tingkat banding,
kasasi, PK yang disampaikan
kepada para pihak secara tepat
waktu dibagi jumlah petikan/amar
putusan banding,kasasi dan PK
yang diterima pengadilan pengaju x
100

. Persentase putusan

pengadilan yang diunggah
pada direktori putusan

Jumlah putusan yang di unggah
pada direktori putusan dibagi
jumlah putusan yang telah di
minutasi x 100

. Persentase penyelesaian

permohonan eksekusi
putusan perdata agama

Jumlah permohonan eksekusi
putusan perdata agama yang
diselesaikan dibagi jumlah putusan
perdata agama yang dimohonkan
eksekusi x 100

. Persentase pekara yang

berhasil diselesaikan melalui
mediasi

Jumlah perkara yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi
dibagi jumlah perkara yang wajib
dilakukan mediasi x 100

. Persentase perkara perdata

agama tingkat pertama dan
tingkat banding yang
menggunakan e- court

Jumlah perkara perdata agama
tingkat pertama dan tingkat banding
yang diajukan menggunakan e-
Court dibagi jumlah perkara perdata
agama tingkat pertama dan tingkat
banding yang diajukan x 100

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya
legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini
sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas

Aparatur Negara dalam RPJMN 2025 - 2029, yang menempatkan

integritas

y
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ransi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks
ngadilan Agama Slawi memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan
internal, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas layanan publik yang
menjunjung nilai - nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk
indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi
aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai
variable kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif
tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola
lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta
pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan
Pengadilan Agama Slawi menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih
mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan
berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing - masing indikator kinerja akan

disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas

pelaksanaannya.

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMUS INDIKATOR
Meningkatnya Tingkat Indeks kepuasan Indeks ini bertujuan untuk
Keyakinan dan pengguna layanan mengukur kepuasan
Kepercayaan Publik pengadilan berdasarkan masyarakat pencari keadilan

standar layanan yang terhadap standar layanan
ditetapkan pengadilan dengan kriteria
sebagai berikut:

1. Persyaratan;

2. Sistem, mekanisme dan
prosedur;

3. Waktu penyelesaian;

4. Biaya/tarif

5. Produk spesifikasi jenis
pelayanan;

6. Kompetensi pelaksana;

7. Perilaku pelaksana;

8. Penanganan pengaduan,
saran dan masukan;

9. Sarana dan prasarana.
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STRATEGIS 3

judnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan
Agama Slawi dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel. Dalam
konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025 - 2029, yang menekankan
pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan
keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil ( result-oriented ).

Manajemen yang transparan dan professional bukan hanya merupakan prasyarat
teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan
strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu Pengadilan
Agama Slawi menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam
pengelolaan anggaran serta integritas perencanaan dan pengelolaan asset.

Secara lebih rinci Nilai Kinerja Anggaran menjadi ukuran efektivitas lembaga
dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan
berorientasi pada kinerja. Indeks Pengelolaan Aset sebagai alat pengukuran kualitas
pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Melalui indikator-indikator ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya
untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel dan adaptif terhadap
tuntutan tata kelola yang baik ( good governance ). Tata kelola internal yang solid akan

menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif,

terpercaya dan berkelanjutan.

SASARAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA UTAMA RUMUS INDIKATOR
Terwujudnya Indeks Profesionalitas Aparatur | Nilai Indeks Profesionalitas
Manajemen Peradilan | Sipil Negara (IP ASN) Satuan | Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
yang Transparan dan | Kerja Pengadilan terdiri dari:
Profesional a. Kompetensi (40)
b. Kinerja (30)
c. Kualifikasi (25)
d. Disiplin (5)
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Nilai Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Anggaran terdiri dari:
Satuan Kerja Pengadilan Revisi DIPA (10)

Penyerapan Anggaran (20)
Penyelesaian Tagihan(10)
Dispensasi SPM (5)

Deviasi Hal. 3 DIPA (10)
Belanja Kontraktual ( 10)
Pengelolaan UP dan TUP (10)
Capaian Output (25)

F@ oo a0 o ow

Nilai Kinerja Perencanaan Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran Anggaran terdiri dari :

a. Efektifitas dengan nilai 75 yang
terdiri dari:
Capaian Indikator Sasaran
Strategis K/L (25)
Agregasi Capaian IKP Unit
Eselon I (25)
Agregasi Capaian RO Satker
(30)
b. Efisiensi dengan nilai 25 yaitu
agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran
merupakan pengukuran kinerja
tahun berjalan

Nilai Indikator Pengelolaan | Indeks Pengelolaan Aset adalah
Aset (IPA) Satuan Kerja indikator kinerja untuk mengukur
kualitas tata kelola barang milik
negara.

Pengadilan

Nilai Indeks Pengelolaan Aset
merupakan  pengukuran  kinerja
tahun berjalan.

2.4.1 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Agama Slawi
tidak cukup hanya menetapkan visi, misi dan sasaran strategis. Tantangan nyata di
lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan di landasi oleh kesadaran akan
potensi hambatan yang dapat mempengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan
pengeloaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan

proses perencanaan. Menyadari hal ini, maka Pengadilan Agama

atkan

y
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utama yaitu

an risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari

embagaan yang berkelanjutan.

strategi transformasi

Pemetaan risiko disusun secara sitematis berdasarkan tiga sasaran strategis

(1) Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel,

Responsif dan Modern; (2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan

Publik; (3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

UPAYA
SASARAN PERNYATAAN PENGENDALIAN PENANGGUNG
STRATEGIS RISIKO YANG TELAH FERLAKUANRISIKO JAWAB
DILAKUKAN
Terwujudnya Tingginya jumlah Implementasi e-Court | Peningkatan Implementasi| Kepaniteraan
Peradilan yang | perkara di Pengadilan | Rapat Evaluasi, SOP | e-Court, Peningkatan
Efektif, Agama Slawi yang Minutasi Pemantauan | kapasitas SDM pada
Transparan, tidak sebanding SIPP Pemantauan fungsi tenaga teknis &
Akuntab.el, dengan kapasitas Capaian Kinerja non teknis, Peningkatan
Responsif dan hakim dan tenaga melalui SAKIP, saluran pengaduan yang
Modern teknis ( Kepaniteraan )| pengusulan dapat digunakan oleh para
sehingga menghambat| penambahan Sumber | pihak berperkara,
proses penyelesaian | Daya Manusia ke penguatan mekanisme
perkara secara optimal| instansi vertikal pengawasan dan
pendisiplinan atas proses
persidangan dan
administrasi perkara
Pengiriman Salinan Pembinaan secara Peningkatan pemantauan | Kepaniteraan
putusan kepada para | berkala kepada JS/JSP,| melalui SIPP, peningkatan
pihak berperkara Kegiatan pengendalian| kapasitas JS/JSP dan
terlambat atau tidak | informasi dan tenaga teknis, pengawasan
sesuai dengan waktu | komunikasi dalam proses administrasi
yang ditentukan. pemantauan melalui perkara
Karena belum SIPP, serta
tersedia didalam melaksankan monev
SIPP secara berkala
Pengiriman Pembinaan secara Peningkatan pemantauan Kepaniteraan
pemberitahuan berkala kepada JS/JSP,| melalui SIPP, peningkatan
petikan/amar putusan | kegiatan pengendalian | kapasitas JS/JSP dan
banding, kasasi tidak | informasi dan tenaga teknis,

terkirim tepat waktu
kepada para pihak

komunikasi
pemantauan melalui
SIPP, berkoordinasi
dengan satker lain
untuk pelaksanaan
pemberitahuan dalam
waktu secepatnya,
berkordinasi dengan
PT. Pos terkait
pengiriman
Pemberiahuan isi
putusan tercatat

pengawasan dalam proses
administrasi perkara,
monitoring dan evaluasi
berkala dengan pegwai
dan pihak terkait
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Minutasi Putusan Koordinasi antara Peningkatan Pemantauan Kepaniteraan

tidak tepat waktu majelis hakim dalam | melalui SIPP, Koordinasi
sehingga menghambat | meminutasi Putusan, | antara majelis hakim
unggah putusan pada | Evaluasi dan dalam unggah putusan
direktori putusan Monitoring secara

berkala kepada

petugas unggah

dokumen direktori

putusan
Penyelesaian Mengadakan Pelaksanaan Pemantauan | Kepaniteraan
permohonan eksekusi | pertemuan antara dan Evaluasi proses
membutuhkan waktu | pihak pihak terkait Eksekusi Peningkatan
yang lama dan sebelum pelaksanaan | kapasitas JS/JSP dan
berlarut larut, eksekusi, Meminta tenaga teknis,
Eksekusi tidak dapat | bantuan pihak

: . Pengawasan dalam proses
dilaksanakan keamanan dan pihak cksekusi

pihak terkait, , adanya
perlawanan dari pihak
pihak berperkara,
monitoring secara
berkala terkait
eksekusi

Proses Penyelesaian | Melakukan evaluasi Pelaksanaan Pemantauan | Kepaniteraan

perkara pada tahap secara berkala terkait | dan keberhasilan proses
mediasi tidak pelaksanaan mediasi, | Mediasi melalui SIPP,
maksimal dan hanya | Mengikutsertakan serta monev berkala
sebagian kecil yang para Medlat.or Hakim
berhasil dalam pelatihan

mediasi,

memanfaatkan

mediator non Hakim,

Memberikan

kesempatan mediasi

lebih dari sekali

kepada para pihak
Masih adanya Kebijakan Peningkatan dan Kepaniteraan
pendaftaran perkara Implementasi e-Court | Pemantauan Implementasi
secara manual secara menyeluruh, e-Court, Peningkatan

Sosialisasi dan kapasitas SDM pada

pelatihan berkelanjutan| fungsi tenaga teknis
terkait e-court, baik
internal maupun
ekternal
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Masyarakat tidak Mendampingi dan Peningkatan kapasitas Kepaniteraan dan
memberikan memberikan petugas PTSP dalam Kesekretariatan
keterangan hasil pemahaman kepada memberikan pemahaman
Kepercayaan survei dengan masyarakat dalam terkait survei pada )
Publik kadaaan yang pengisian quesioner, | Masyarakat, Evaluasi
sebenarnya, tingkat Meningkatkan lap oran survet setiap
kepuasan dan kemampuan SDM trlwglan, Mf.:nyed1akan
keyakinan dalam memberikan media survei berupa
komputer / HP untuk
masyarakat rendah pelayanan secara memudahkan dalam
berkala pengisian kuesioner,
Melaksanakan briefing
secara berkala
Terwujudnya Tata kelola Melakukan evaluasi Peningkatan dan Kesekretariatan
Manajemen kepegawaian, berkala setiap bulan, | Pemantauan melalui
Peradilan yang ()rganisasi dan tata Adanya sosialisasi SIKEP
Transparan dan | |aksana kantor belum | dan pelatihan Sumber
profesional mengacu pada Daya Manusia
peraturan terbaru
Pencatatan dan Melakukan evaluasi Pelaksanan monitoring Kesekretariatan
pertanggungjawab berkala setiap bulan, | kepatuhan dalam
an keuangan dan Mengikutsertakan menyusun laporan
pelaporan terlambat pegawai yang keuangan sesuai dengan
dan tidak sesuai kompeten untuk | standar akuntasi
ketentuan yang mengikuti pelatihan di | ,operintahan, Monitoring
berlaku, Pelaporan bidang keuangan dan | 1y py
tidak akurat pS e
Perencanaan anggaran| Melakukan evaluasi Peningkatan dan Kesekretariatan
yang diusulkan tidak | berkala setiap bulan, | pemantauan melalui e-
masuk dalam DIPA | Mengikutsertakan SAKIP, pengukuran
pegawai yang kinerja perencanaan
kompeten untuk melalui SMART, SAKTI
mengikuti pelatihan /
Bimtek SAKIP
Pencatatan asset BMN | Melakukan evaluasi Monitoring dan evaluasi | Kesekretariatan

dan administrasi
umum tidak berjalan
dengan baik

berkala setiap bulan
melalui Implementasi
e-Sadewa,
Mengikutsertakan
pegawai dalam
bimbingan teknis
pengelola barang milik
negara

dalam pencatatan BMN,
Monitoring SIMAN,
MonSAKTI
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IKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor

1242/KPA.W11-A25/RA1.3/X1/2025, tanggal 28 November 2025 tentang Penetapan

Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi

disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Slawi di bawah

ini:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA SLAWI

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan
Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

1. | Terwujudnya peradilan | 1 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

yang efektif, transparan,
akuntabel, responsif dan | 1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan
modern tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada
para pihak

1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada
direktori putusan

1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi
putusan perdata agama

1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui
mediasi

1.7. Persentase Perkara perdata agama tingkat pertama
dan tingkat banding yang menggunakan e- court

Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan
Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

2. | Meningkatnya Tingkat |2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
Keyakinan dan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Kepercayaan Publik
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NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan 3 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. | Terwujudnya Manajemen | 3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP
Peradilan yang Transparan ASN) Satuan Kerja Pengadilan
dan profesional

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja
Pengadilan
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1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan
Urusan Administrasi

Nomor : SP DIPA- 005.01.2.403015/2025
Tanggal : 2 Desember 2024

Rp. 6.307.720.000,-

2. | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Nomor : SP DIPA- 005.04.2.403016/2025
Tanggal : 2 Desember 2024

Rp. 71.220.000,-
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025 - 2029 diarahkan untuk
memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam
skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu
Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan
Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-
masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan
sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan
secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program
utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi
Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa
sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab
kebutuhan masyarakat. Dengan dernikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah
strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan
perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan
difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan
hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan
yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh
seluruh lapisan masyarakat, perlunya meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara
di Pengadilan Agama Slawi. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital
dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih
transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya
menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip

keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
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a keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung
ebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan,
Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan
sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara
program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi
hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025 - 2029 dapat berjalan secara efektif dan

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029 : PENEGAKAN HUKUM
NASIONAL
Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus
dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir
(2013 - 2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut dimensi pembangunan
hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan
perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari
permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi
agenda pembangunan RPJMN 2025 - 2029 adalah:
1. Penataan Regulasi
Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi
dan pembaruan substansi hukum.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata
Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah
penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan
pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta
peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi
strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan
pengelolaan aset.
4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layan. ilan dan

pemberdayaan hukum bagi masyarakat.
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IJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam
pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan
strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak
signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini
dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat
dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang
berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat
independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik
terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan
terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan
aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara
objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai
kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi
terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan
mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik
penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan
agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan
professional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan
kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat
global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut
lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh
karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan
responsivitas nya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional
maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu
mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum
mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan
penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang

mendukung keadilan berbasis teknologi.
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upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional,

at tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis, yaitu:

1. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Penanganan Perkara untuk

Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek
fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah
Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan Pos
Bantuan Hukum (Posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta
layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat
miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat
dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem
ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum,
serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah
Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga

lebih transparan dan akuntabel.

. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi
utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan
mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi.
Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan
bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan
diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem
pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun

non-teknis.
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atkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri,
dern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna
memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan
zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan,
sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan
mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan
peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna
menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan
penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen
perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan
langkah - langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas
organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus
memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap
perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan
strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat
kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar
utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat
sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam
menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara,
membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas
organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum
yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi
institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian

hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN AGAMA

agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan huku

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang

P025 57
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torat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) menetapkan arah

an dan strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan

zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Ditjen

Badilag dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif

yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran

strategis Mahkamah Agung 2025 - 2029 yaitu:

1.

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan
Modern;
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu

strategis, Ditjen Badilag menjabarkan kedalam empat sasaran program sebagai langkah

nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Ditjen Badilag dalam rencana

strategis 2025 - 2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama

Dalam aspek peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, Ditjen
Badilag mengarahkan kebijakan dan strategi pada penguatan kualitas penyelesaian
perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti, berkeadilan, dan sejalan dengan
visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” serta
agenda RPJMN. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi
peradilan digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu, yang dipadukan dengan
sistem manajemen perkara berbasis data terpadu. Dengan langkah ini, Ditjen Badilag
berkomitmen menghadirkan penyelesaian perkara yang cepat, transparan, dan

akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan agama semakin kuat.

Strategi:
e  Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.

e  Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.

. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan

Peradilan Agama yang optimal
Dalam mendukung penyelesaian perkara secara optimal, Ditjen Badilag

menekankan pentingnya penguatan dukungan teknis melalui

peradilan agama dalam menangani perkara hukum kelua khusus jinayat
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nomi syariah yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya transaksi
angan berbasis syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa
yang sesuai prinsip syariah, peradilan agama perlu memperkuat sumber daya manusia,
metode penyelesaian sengketa, serta sistem informasi perkara yang mendukung
kepastian hukum dan keadilan substantif, selain itu Ditjen Badilag dituntut untuk
adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan sosial budaya masyarakat. Oleh
karena itu, strategi penguatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada penguatan
regulasi yang dikeluarkan yang berdampak pada peningkatan pelayanan public secara

luas.

Strategi:

e Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung
percepatan penyelesaian perkara.

e Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan

layanan perkara.

. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan
Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang menekankan inklusivitas, Ditjen
Badilag juga menempatkan perhatian pada terselenggaranya layanan peradilan bagi
kelompok rentan. Layanan ini diarahkan agar layanan peradilan lebih bermanfaat
untuk Masyarakat dengan berasaskan kemudahan, murah, dan terjangkau melalui
penguatan pembebasan biaya perkara di pengadilan, penyelenggaraan siding keliling
dan terpadu, sertainovasi layanan berbasis teknologi yang ramah pada perempuan,
anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan berbasis keadilan restoratif juga akan
dikembangkan untuk memperluas akses keadilan substantif, sehingga peradilan
agama hadir tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi

yang humanis dan berpihak pada keadilan sosial.

Strategi:

e Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan
peradilan agama.

e Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan

peradilan.
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erlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang
prima dan optimal

Dukungan manajemen yang prima dan optimal merupakan fondasi penting
dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berdaya saing.
Tanpa tata kelola organisasi yang efektif, proses penyelesaian perkara, layanan teknis,
maupun akses bagi kelompok rentan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu,
sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek manajemen meliputi
sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi dapat
mendukung kinerja Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama secara
berkesinambungan.

Manajemen Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dituntut untuk
semakin akuntabel, transparan, dan berbasis hasil. Hal ini diwujudkan melalui
penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terukur serta
pengawasan internal yang konsisten. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang
real-time, Ditjen Badilag dapat memastikan setiap program dan kegiatan memberi
dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan peradilan, selain itu SDM Ditjen
Badilag adalah motor utama penyelenggaraan manajemen yang prima. Oleh karena
itu, strategi pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui
pelatihan berkelanjutan, pendidikan formal, serta sistem merit dalam promosi jabatan.

Selain kompetensi SDM, dalam menghadapi era transformasi digital,
modernisasi tata kelola internal menjadi prioritas Ditjen Badilag menuju sistem
berbasis elektronik yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan 46
efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalisasi potensi
penyimpangan. Dengan terwujudnya dukungan manajemen yang prima dan optimal,
Ditjen Badilag akan memiliki fondasi yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Aparatur yang kompeten dan berintegritas, didukung oleh sistem kerja
digital, sarana prasarana modern, serta tata kelola yang akuntabel, akan memastikan
peradilan agama dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini
sekaligus mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan
yang agung, serta kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan hukum nasional

dalam RPJMN 2025 - 2029.
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Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel,
dan transparan.
Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana

prasarana.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2025 - 2045 serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran

yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan 2 (dua) sasaran

strategis yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Penguatan akses peradilan;

Akseptabilitas putusan Hakim,;

Peningkatan proses penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan yaitu dengan
membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk batas waktu penyelesaian

perkara di Pengadilan dan pemberlakuan template putusan.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan proses penyelesaian perkara

ditetapkan arah kebijakan yaitu:

Peningkatan manajemen perkara dengan penggunaan teknologi informasi melalui
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung untuk
monitoring penanganan perkara;

Peningkatan administrasi manajemen perkara;

Peningkatan layanan prima dalam penyelesaian perkara, yaitu dengan membuat
Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk batas waktu penyelesaian perkara di
Pengadilan dan pemberlakuan template putusan;

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces fo justice);

Peningkatan kualitas pengawasan.;
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ingkatan kualitas sumber daya manusia;

Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.

3.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SLAWI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Agama Slawi telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel,

Responsif dan Modern

Untuk mewujudkan proses Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel,

Responsif dan Modern ditetapkan arah kebijakan menerapkan proses manajemen perkara

melalui implementasi pemberdayaan sumber daya tenaga teknis (Hakim, Panitera dan

Jurusita) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan

standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, melakukan monitoring secara berkala

dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, menerapkan sistem transparansi

peradilan sesuai dengan KMA 1-144 Tahun 2011 tentang transparansi peradilan yang di

ubah dengan KMA 2-144 tahun 2022 dan UU No 8 Tahun 2014 tentang keterbukaan

informasi publik.

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 7 indikator kinerja

sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan
tingkat pertama kepada para pihak;

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi
dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;

4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;

5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama;

6. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
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ase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang

enggunakan e-Court.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks.
Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap
standar layanan pengadilan ada 9 (sembilan) unsur yang menjadi kriteria dalam
pengukuran Indeks kepuasan masyarakat: Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur
Waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi
pelaksana, Perilaku pelaksana Penanganan pengaduan, saran dan masukan Sarana dan
prasarana.

Untuk terlaksananya sasaran strategis diatas ditetapkan 1 indikator kinerja sebagai
berikut:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang

ditetapkan.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan

profesional

Untuk meningkatkan Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan
profesional diperlukan berbagai upaya seperti Nilai Kinerja Anggaran yang menjadi
ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran
secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Indeks Pengelolaan Aset sebagai alat
pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan.

Untuk terlaksananya sasaran strategis diatas ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja
sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
4

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.
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REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka
diperlukan regulasi melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta
keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis
dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan
kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika

hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

1. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata

Urgensi pembentukan:

a. Pelaksanaan putusan perdata yang belum berjalan efektif menjadi salah satu
tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menetapkan indikator dalam Sasaran
Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel,
Responsif, dan Modern, yaitu persentase penyelesaian permohonan eksekusi
putusan perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, sebagai salah satu ukuran
kinerja utama dalam penyelenggaraan peradilan.

b. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan
Perdata diperlukan untuk mendukung pencapaian indikator 1.7 tersebut di atas,
untuk merespons berbagai kendala yang masih sering terjadi dalam praktik.

c. Beberapa kendala yang diharapkan dapat terjawab melalui pembentukan peraturan
ini diantaranya adalah:

» Belum adanya pengaturan mengenai tahapan, batas waktu, dan mekanisme
penanganan keberatan atau perlawanan dalam proses eksekusi.

» Belum efektifnya koordinasi antara pengadilan dan aparat pelaksana seperti
kepolisian atau pemerintah daerah juga kerap mengalami hambatan karena
ketiadaan prosedur baku, serta

» Adanya perbedaan praktik antar pengadilan dalam menetapkan biaya dan

prosedur pelaksanaan eksekusi.
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Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

a. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi bagian penting dari upaya
membangun sistem peradilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada
pemulihan. Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya
Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, Mahkamah
Agung menetapkan indikator kinerja 1.9, yaitu persentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi.

b. Namun, implementasi mediasi di pengadilan masih menghadapi tantangan.
Kualitas fasilitasi mediasi belum merata, kapasitas mediator pengadilan masih
perlu ditingkatkan, dan partisipasi para pihak sering kali bersifat formalitas semata.
Oleh karena itu, peninjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 diperlukan untuk menyempurnakan pengaturan teknis, meningkatkan
efektivitas proses mediasi, serta mendorong penggunaan pendekatan penyelesaian
sengketa yang lebih dialogis dan konstruktif. Penyesuaian ini juga penting agar
kebijakan mediasi tetap relevan dengan perkembangan hukum, praktik
internasional, serta tren penyelesaian sengketa berbasis partisipatif dan restorative

Justice.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana
Urgensi peninjauan:

a. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat penting untuk
mendukung iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kepercayaan

b. masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun, prosedur hukum acara perdata yang
berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas tersebut karena belum
pernah dimutakhirkan secara menyeluruh.

c. Sebagai respons atas kekosongan hukum acara perdata nasional, Mahkamah Agung
melakukan terobosan dengan memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana.

Mekanisme ini membuka akses yang lebih cepat dan terjangkau yarakat
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menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil, dan telah mendapat apresiasi

ositif dari publik, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.

d. Inovasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Prioritas Nasional 5
RPJMN 2025 - 2029, khususnya dalam agenda reformasi hukum dan peningkat an
akses terhadap keadilan, serta penyederhanaan proses hukum yang mendukung
kemudahan berusaha.

e. Meski telah berjalan, regulasi gugatan sederhana masih perlu diperkuat. Beberapa
aspek yang perlu ditinjau ulang antara lain batas nilai gugatan, penguatan
kewenangan hakim tunggal, serta penyempurnaan tahapan dan standar waktu
penyelesaian. Penyesuaian ini penting agar penerapan gugatan sederhana menjadi
lebih seragam, efisien, dan memberi kepastian hukum yang lebih baik di seluruh

pengadilan.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017)

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan :

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan awalan penting
dalam membangun praktik peradilan yang peka terhadap pengalaman dan
kerentanan perempuan. Saat PERMA Ini pertama kali ditetapkan, Mahkamah
Agung menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dan
responsif gender. Namun, seiring dengan dinamika sosial, perubahan kerangka
hukum nasional dan instrumen internasional, serta meningkatnya ekspektasi
masyarakat, penyempurnaan substansi dan implementasi PERMA ini menjadi
semakin mendesak.

b. Di tingkat nasional, pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa pendekatan baru dalam
penanganan perkara yang melibatkan perempuan, dengan menekankan
perlindungan korban, pemulihan yang menyeluruh, dan pencegahan reviktimisasi.
Sementara itu di level internasional, telah dilakukan pembaruan terhadap Bangkok
General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective pada tahun 2021.
Panduan yudisial ini dirancang untuk membantu hakim di Asia Selatan dan

Tenggara dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dala ambilan

keputusan. Guidance ini pertama kali diterbitkan pad substansinya
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k diadopsi dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

017.

c. Penyempurnaan atas PERMA ini juga relevan dengan arah kebijakan nasional
dalam RPJMN 2025 - 2029, khususnya Prioritas Nasional 4 (Reformasi Birokrasi
dan Transformasi Pelayanan Publik) dan Prioritas Nasional 8 (Stabilitas Polhukam
dan Transformasi Hukum), yang menekankan penguatan perlindungan kelompok
rentan dan layanan publik yang inklusif. Selain itu, pembaruan PERMA ini
mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya (Indeks

Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan )

3.7 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan
bahwa Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara, sedangkan Kesekretariatan Pengadilan Agama mempunyai
tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Slawi.

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut:

AN AGAMA SLAWI
TAHUN 2025

PERMA NO 7 TAHUN 2015

KETUA

Dr. KHAIRUNNAS. S Ag MH
NIP. 196901091997031002

 MISMAN HADI PRAYITNO,5.Ag.MH

B ARIS SETIAWAN, 5 Ag. MK

B 2z arwo oms. s 11




BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran stretegis, Pengadilan Agama

Slawi mempunyai 2 (dua) program, yaitu:

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan tugas
dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Agama Slawi, yaitu Menerima,
Memeriksa, Mengadili, dan Menyelesaikan perkara dengan sasaran program
Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, dan akuntabel

di lingkungan Pengadilan Agama Slawi.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi utama Pengadilan Agama Slawi dengan sasaran program:
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung
pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
Upaya ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:
a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang
dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound
(SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif,
baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun

profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan
Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Slawi untuk menyelenggarakan

proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan an teknologi
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memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, dan keadilan

tif) serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1.

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu
Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target

waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama
kepada para pihak
Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama

pasca putusan dibacakan.

Persentase pengiriman petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh
pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar
putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera

melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara
terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat
mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi

dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah

berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses

mediasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court
Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik
oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan

peradilan agama.
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gkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan
pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

1. Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap

standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka
dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat
dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya
aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.
Indikator sasaran strategis:
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja
Pengadilan
Indikator ini menilai Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) berdasarkan

Kompetensi, Kinerja, Kualifikasi, Displin.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja
Pengadilan
Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan

outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Indikator ini menilai kualitas perencanaan berdasarkan efektitifitas dan Efisiensi

anggaran yang tersedia.

4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi

aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamana ran aset.
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SASARAN
PROGRAM

Terwujudnya
peradilan yang
efektif,
transparan,
akuntabel,
responsif dan
modern

TARGET
(RATA-
RATA 5
TAHUN)

99

INDIKATOR

Persentase
penyelesaian
perkara secara tepat
waktu

99

MATRIK TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGTIS 2025 - 2029

TARGET (KUALITAS)

2026 ‘ 2027 2028

99

99

99

99

100

Persentase
penyediaan /
pengiriman salinan
putusan tepat waktu
oleh pengadilan
tingkat pertama
kepada para pihak

100

100

100

100

100

100

Persentase
pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar
putusan tingkat
banding, kasasi
dan PK secara
tepat waktu oleh
pengadilan
pengaju kepada
para pihak

100

100

100

100

100

PROGRAM

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama

STRATEGI
INDIKATOR TARGET
KINERJA (KUANTITAS) KEGIATAN ANGGARAN

Persentase efisiensi 100 a) Menetapkan jadwal N/A
penanganan perkara sidang secara periodik
dibandingkan dengan dengan tertib dan
target waktu efektif, efisien
penyelesaian perkara b) Memeriksa dan
yang ditetapkan dalam memutus perkara
ketentuan yang secara transparan
berlaku
Persentase kecepatan 100 a) Menyidangkan perkara N/A
layanan administrasi sesuai jadwal.
di pengadilan tingkat b) Mengupdate data
pertama pasca perkara pada SIPP
putusan dibacakan ¢) Menyelesaikan putusan

secara cepat

d) Mengirimkan salinan

putusan kepada para

pihak secara tertib
Persentase ketepatan 100 Pemberitahuan isi putusan N/A

waktu pengadilan
dalam
menyampaikan amar
putusan kepada para
pihak berperkara,
untuk menjamin para
pihak dapat segera
melanjutkan proses
hukum sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku

melalui juru sita /juru sita

pengganti secara tepat waktu




SASARAN
PROGRAM

TARGET
(RATA-
RATA S

INDIKATOR

TARGET (KUALITAS)

STRATEGI

TAHUN) 2026 2027 2028 PROGRAM INDIRATOR TARGEL KEGIATAN ANGGARAN
KINERJA (KUANTITAS)
100 Persentase putusan 100 100 100 100 100 Persentase 100 Melakukan publikasi putusan N/A
pengadilan yang Pengukuran sejauh pada Direktori Putusan
diunggah pada mana putusan Mahkamah Agung setelah
direktori putusan pengadilan minutasi
dipublikasikan secara
terbuka melalui
Direktori
Putusan
Mahkamah Agung
100 Persentase 100 100 100 100 100 Persentase 100 a) Melakukan koordinasi N/A
penyelesaian permohonan eksekusi dengan instansi terkait
permohonan putusan para pihak b) Membentuk tim
eksekusi putusan za“kg Lela}tl = persiapan eksekusi
perdata agama teira edua an ukum ¢) Melakukan pengkajl@
p dapat permasalahan eksekusi
diselesaikan melaksanakan eksekusi
69 Persentase pekara 69 69 69 69 69 Persentase Perkara 100 a) Melakukan kerjasama N/A

yang Berhasil
diselesaikan
melalui mediasi

yang berhasil di
Mediasi

dengan mediator non
hakim

b) Mengikutsertakan
Hakim dalam
Pelatihan Mediasi

¢) Memberikan kesempatan
mediasi lebih dari sekali
kepada para pihak




SASARAN
PROGRAM

TARGET
(RATA-
RATA 5
TAHUN)

99

INDIKATOR

Persentase
Perkara perdata
agama tingkat
pertama dan
tingkat banding
yang
menggunakan e-
court

2025

99

TARGET (KUALITAS)

2026

99

2027

99

2028

99

2029

99

PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA
Persentase Perkara

yang didaftarkan
melalui e-court

STRATEGI

TARGET
(KUANTITAS)

100

KEGIATAN

Melakukan pendaftaran
perkara secara elektronik
melalui e-Court

ANGGARAN

N/A




TARGET

SASARAN (RATA TARGET (KUALITAS) STRATEGI
PROGRAM RATA 5 INDIKATOR
TAHUN) 2025 2026 2027 2028 PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN ANGGARAN
. KINERJA (KUANTITAS)
Meningkatnya 3,7 Indeks kepuasan 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Persentase kualitas 4 Melakukan pengukuran N/A
Tingkat pengguna layanan layanan.berdasarkan berdasarkan standar
| . persepsi pengguna layanan pengadilan
gl melte pengadilan terhadap standar dengan kriteria sebagai
Kepercayaan berdasarkan layanan yang telah berikut:
Publik standar layanan ditetapkan 1. Persyaratan;
yang ditetapkan 2. Sistem, mekanisme dan
prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis
pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan,
saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.




SASARAN
PROGRAM

Terwujudnya
Manajemen
Peradilan yang
Transparan dan
profesional

TARGET
(RATA-
RATA 5
TAHUN)

80

INDIKATOR

Indeks
Profesionalitas
Aparatur Sipil
Negara (IP ASN)
Satuan Kerja
Pengadilan

80

TARGET (KUALITAS)

80

80 80 80

99

Nilai Indikator
Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja
Pengadilan

99

99

99 99 99

94,1

Nilai Kinerja
Perencanaan
Anggaran

92,5

93

94 95 96

3,6

Nilai Indikator
Pengelolaan Aset
(IPA) Satuan Kerja

34

3,65

3,65 3,65 3,65

PROGRAM

Peningkatan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
TugasTeknis
Lainnya

STRATEGI

INDIKATOR TARGET _

KINERJA (KUANTITAS) L HE D ANGGARAN
Persentase 100 a) Monitoring SIKEP N/A
Profesionalitas b) Ekinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara
(IP ASN) berdasarkan
Kompetensi,

Kinerja,
Kualifikasi, Displin
Persentase kualitas 100 a) Melakukan N/A
dan  pelaksanaan pelaksanaan anggaran
anggaran b) Penyerapan anggaran
berdasarkan c) Penyelesaian tagihan
capaian output dan d) Dispepsasi SPM
outcome terhadap f) Belanja
alokasi  anggaran Kontraktual
yang tersedia g) Pengelolaan UP dan
TUP
h) Capaian Output
Persentase kualitas 100 a) Melakukan N/A
perencanaan perencanaan
berdasarkan anggaran
efektifitas dan b) Usulan biaya
efisiensi tambahan
¢) Revisi Halama III
Dipa
d) Revisi DIPA
e) Revisi POK
f) Penyelesaian Pagu
Minus
Persentase kualitas 4 Melakukan perencanaan, N/A
pengelolaan Barang pemanfaatan,

Milik
Negara (BMN)

pemeliharaan, pengamanan
dan pelaporan aset
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PENDANAAN

Kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 - 2029. Pendanaan diarahkan untuk
mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta
transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap
alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan
mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025 - 2029
disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi
sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya
output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran
strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di
semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target
tahunan dari masingmasing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan
pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan
APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara,
penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court), peningkatan kualitas pelayanan
publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM,
aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap
keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di
luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan
Agama Slawi berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan
penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal
untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.
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MATRIK PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

T ey Target Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Kegiatan Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja

g 2025 2026 2027 2028 2029
Penegakan dan Pelayanan Hukum 71.220 93.850 93.850 | 103.235 113.558

[EEN

. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat
waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

c. Persentase pengiriman petikan / pemberitahuan isi putusan
tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para pihak

d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori
putusan

e. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui
mediasi

f. Persentase perkara perdata dan perdata agama yang
menggunakan e-Court

g. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di
lingkungan Peradilan Agama




h. Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan
Peradilan Agama

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan
standar layanan yang ditetapkan

b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan
Agama

Dukungan Manajemen 6.307.720 | 7.515.695 |17.424.266|19.166.692| 21.083.361

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
Satuan Kerja Pengadilan

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja




BAB YV
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi tahun 2025 - 2029 yang disusun
dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025 - 2029,
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat
eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-
titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan
dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan
outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi harus terus disempurnakan dari waktu
ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.
Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam
melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, Pengadilan Agama Slawi diharapkan mampu:

1. Memperkuat tata kelola organisasi peradilan agama yang modern dan berintegritas.

2. Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara serta akses keadilan yang inklusif
bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam manajemen perkara dan
pelayanan publik.

4. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Slawi yang profesional, beretika, dan

memiliki integritas tinggi.

Keseluruhan strategi ini merupakan wujud komitmen Pengadilan Agama Slawi
dalam mendukung visi Mahkamah Agung, yakni “Mewujudkan Badan Peradilan
Indonesia yang Agung”.
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LAMPIRAN
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KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELASTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Nomor : 15/KPA.W11-A34/HM3.1.2/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan

penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Slawi , dipandang perlu membentuk
Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025;

. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran

surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Reviu

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Slawi .

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja;




Menetapkan

Pertama

Kedua

Kedua

Ketiga

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
173/SEK/SK/1/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi
Nomor : 15/KPA.W11-A34/HM3.1.2/1/2024 tanggal 02
Januari 2024 Tentang Tim  Penyusunan Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Tahunan 2025.

Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama
Slawi Tahun Anggaran 2025.

Tugas Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama
sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah
Melaksanakan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pengadilan Agama Slawi Tahun 2025.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagai mana mestinya.

Asli:  Surat.Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Ketua

O AT
f-

=]

Yuniati faizah

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. . o




Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi
: 15/KPA.W11-A34/HM3.1.2/1/2025

Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN

: 2 Januari 2025

REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. .

No. Nama Jabatan Jabatan Dalam Tim
dalam Dinas
1. Dr. Yuniati Faizah, S. Ketua Pembina
Ag. SH. M.Si.
2 Akhmad Kholil Wakil Ketua | Pengarah
Irfan,S.Ag.,.S.H.,M.H.
3 H. Tokhidin, S. Ag. M.H | Panitera Ketua Tim
4 Dedeng Jaelani, SH Sekretaris Sekretaris
S Nur Aflah, SH Panmud Anggota
Hukum
6 Chisan Al Faiz, SH Panmud Anggota
Permohonan
7 Ali Asikin, SH Panmud Anggota
Gugatan
8 Mirza Assidiqi, S.Kom Kasubag Anggota
PTIP
9 Alfa Sakan, SE Kasubag Anggota
Umum dan
Keuangan
10 | Nur Khikmah, SHI Kasubag Anggota
Kepeg dan
Ortala
11 Dede Nur Afiani, S. Kom Penata Layanan | Anggota
Operasional
12 | Triyani, S.Sos. Analis Sumber | Anggota
Daya Manusia
Aparatur Ahli
Pertama
13 | Husnun Amirah F.A, S.E | Penelaah Admin
Teknis
Kebijakan
Ketua
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REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026

SATKER : PENGADILAN AGAMA SLAWI

TAHUN : 2026
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGE
STRATEGIS T
1 | Terwujudnya peradilan Persentase penyelesaian perkara secara tepat 99 %
yang efektif transparan, waktu
akuntabel, responsif dan Persentase penyediaan/ pengiriman salinan
modern putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 100 %

pertama kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan
petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan

Kerja Pengadilan

PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju 100%
kepada para pihak
Persentase putusan pengadilan yang diunggah
. : 100 %
pada direktori putusan
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi
putusan perdata agama 100 %
Persentase pekara yang berhasil diselesaikan
melalui mediasi 69 %
Persentase perkara perdata agama tingkat pertama
yang menggunakan e-Court 9%
2 |Meningkatnya Tingkat Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
Keyakinan dan Kepercayaan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 3,7
Publik
3 | Terwujudnya Manajemen Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP 80 %
Peradilan yang Transparan ASN) Satuan Kerja Pengadilan
dan Profesional . Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 99 %
(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 93 %
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan 365

i, 1 Oktober 2025
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RENCANA KINERJA TAHUN 2027

SATKER : PENGADILAN AGAMA SLAWI

TAHUN . 2027
SASARAN TARGE
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA T
1 | Terwujudnya peradilan Persentase penyelesaian perkara secara tepat 99 %
yang efektif transparan, waktu
akuntabel, responsif dan Persentase penyediaan/ pengiriman salinan
modern putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 100 %

pertama kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan
petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan

Kerja Pengadilan

PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju 100%
kepada para pihak
Persentase putusan pengadilan yang diunggah
. : 100 %
pada direktori putusan
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi
putusan perdata agama 100 %
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan
melalui mediasi 69 %
Persentase perkara perdata agama tingkat pertama
yang menggunakan e-Court 9%
2 |Meningkatnya Tingkat Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
Keyakinan dan Kepercayaan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 3,7
Publik
3 | Terwujudnya Manajemen Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP 80 %
Peradilan yang Transparan ASN) Satuan Kerja Pengadilan
dan Profesional . Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 99 %
(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 94 %
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan 365
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